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BAB III 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan bahwa 

pengadaan tanah dari tanah ulayat masyarakat hukum adat untuk 

pelaksanaan pembangunan demi kepentingan umum dimungkinkan untuk 

dilakukan dengan memberikan ganti kerugian yang layak kepada pihak 

yang berhak. Ganti kerugian tersebut dapat berupa tanah pengganti, 

pemilikan saham, pemukiman kembali dan bentuk-bentuk lain yang 

disepakati kedua belah pihak. Terkait dengan adanya pemberian ganti 

kerugian terhadap tanah yang digunakan untuk pembangunan demi 

kepentingan umum maka dalam penjelasan Pasal 40 Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2012 ini dijelaskan tentang pihak-pihak yang berhak 

menerima ganti kerugian. Dalam penjelasan tersebut salah satu pihak-

pihak yang berhak dalam mendapat ganti kerugian akibat dari pengadaan 

tanah adalah masyarakat hukum adat. Jadi, tanah milik masyarakat 

hukum adat seperti tanah ulayat dapat digunakan untuk pembangunan 

demi kepentingan umum.  

B. SARAN 

1. Bagi Badan Pertanahan Nasional selaku panitia pengadaan tanah, 

sebaiknya dalam menyetujui pengadaan tanah yang dilakukan oleh 

instansi-instansi yang ingin mengadaan tanah, terutama tanah dari 

masyarakat hukum adat harus melihat fungsi dari tanah tersebut 
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seperti  fungsi kulturalnya sehingga masyarakat hukum adat tetap 

dapat melakukan budaya-budaya dan tradisi-tradisi mereka. 

2. Bagi Dewan Perwakilan Rakyat selaku pembuat undang-undang 

untuk memperbaharui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang 

Pengadaan Tanah untuk Pembangunan demi Kepentingan umum 

terkait dengan kriteria kegiatan kepentingan umum dan 

mempertimbangkan kembali apakah jenis kegiatan itu sudah dapat 

dinikmati manfaatnya oleh masyarakat luas agar masyarakat 

merasakan bahwa adanya keadilan bagi mereka. Terkait dengan 

pengadaan tanah dari tanah ulayat untuk pelaksanaan pembangunan 

demi kepentingan umum, dalam pembuatan undang-undang yang 

baru sebaiknya lebih melindungi fungsi sosial, fungsi kultural dan 

fungsi spiritual dari tanah ulayat tersebut, jadi tidak hanya 

melindungi fungsi ekonomi saja. 
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